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Percetakan di Kabupaten Banyumas semakin meluas, pelaksanaannya 
termasuk dalam percetakan skala besar yang terdapat di Teluk Kecamatan 
Purwokerto Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
penegakan hukum serta factor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan 
hukum kegiatan percetakan di Kabupaten Banyumas. Penegakan ini menggunakan 
metode pendekatan hukum secara Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian 
deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder 
dan data primer. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, 
dan analisis data dilakukan secara kualitataif. 
 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penegakan 
hukum kegiatan percetakan di Kabupaten Banyumas yaitu segi teori, peraturan, 
dan sanksi penegakan hukum. Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan 
percetakan di Kabupaten Banyumas, di antaranya yaitu kendala internal seperti 
minimnya aparat di lapangan sehingga tidak dapat mengawasi proses percetakan 
dan belum di terbitkannya peraturan daerah yang berlaku mengenai penegakan 
hukum serta kurang tegasnya petugas dalam memberikan sanksi. Sedangkan 
kendala eksternalnya yaitu rumitnya prosedur dan mahalnya biaya dalam 
pengurusan izin, serta minumnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi 
percetakan yang tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
 













Law Enforcement of Violation Disposal Liquid Waste of The Printing Business in 
Banyumas Regency Based on PERDA (Local Government Regulation) Number 18 








The printing in Banyumas Regency is expanding, the implementation 
includes a large scale printing located in Teluk Southern Purwokerto District. The 
research aims to know and analyze the law enforcement and the factors that led to 
the weakening of the printing activities in Banyumas Regency. The enforcement 
uses a Normative Juridical law approach method, with descriptive research specs. 
In this research, the sources of data used are secondary and primary data. Data 
obtained is presented systematically and in detail, and the data analysis is 
qualitatively. 
 
From the research result and discussion, it can be known that law 
enforcement of printing activities in Banyumas Regency is theoretical, regulatory, 
and law enforcement sanction. As for the obstacle faces in the printing activities 
in Banyumas Regency, it includes internal obstacles such as the minimum 
aparatus in the field, so it could not supervising the printing process and the local 
government regulation has not yet been published the applicable ordinance of law 
enforcement and the officer lack of resolute in giving sanctions. Whereas the 
external constraints are the complex procedures and the high cost of permits, and 
people's minimal involvement in supervising printing that does not preserve the 
environment. 
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